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ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA
DALAM PENGELOLAAN ASET BUMN PASCA BERLAKUNYA

UNDANG _ UNDANG NO. 17 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAYARAN I

Oleh
Zainat tvtuttaqin'?

1. Subtansi Yang Diatur Dalam Undang -Undang No. l7 Tahun 2008

Sesuar dengan ludul yang diminta panitta, maka telaahan yang pertama harus

dilakukan adalah, apakah dengan berlakunya UU. No. 17 Tahun 2008 ada

indikasi/ dampak terhadap pengelolaan aset BUMN atau dengan kata lain apakah

UU No 17 Tahun 2008 mengatur aset BUMN ?

Untuk keperllan diatas, periu ditelaah materi yang diatur dalam UU No. '17 Tahun

2008 yang ditetapkan berlaku selak tanggal ditetapkan yaitu tanggat 27 Mei 2008.

Membaca konsideran UU No. 17 Tahun 2008, UU inr setain dimaksudkan untuk

menggantikan UU No 21 Tahun 1992 yang sudah trdak sesuar lagi dengan

kebutuhan penye enggaraan pelayaran. juga d maksudkan untuk menciptakan

sistem transportasi nasional di bidang pelayaran dengan berbagai sub sistemnya

seperti angkutan di perairan. kepeabuhanan, keselamatan dan keamanan

pelayaran dan sebagainya yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta melibatkan peran swasta dan pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan pelabuhan

Menurut pasal 80, penyelenggaraan pelabuhan terdiri Otorita pelabuhan yang

dibentuk oleh dan bedanggunglawab kepada menteri, yang bertrndak sebagai

wakil pemerintah dan mempunyai fungsi regulator. Dengan kedudukan dan fungsi

Otoritas Pelabuhan diatas maka pI PELINDO sebagai BUMN yang didirikan

berdasarkan PP No 56 Tahun 1991, pp No. No. 58 Tahun 1991 dan pp No. 59

Tahun '1991 berubah menjadi salah satu bentuk badan usaha pelabuhan, dengan

tidak mengubah bentuk BUMN (PT. Persero) dan berfungsi sebagai operator.

Dengan demikian fungsi d bidang kepetabuhanan dipisahkan kedalam fungsi

regulator yang dipegang oleh otoritas petabuhan dan fungsi operator yang

dilakukan oleh PT. PELINDO, badan usaha swasta ataupun BUMD Maksud

pembentuk UU No. '17 Tahun 2008 adalah untuk menghilangkan monopoli
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